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Abstrak

an ini menganalisis realitas Regionalisasi di Kawasan Asia Tenggara dan ini tentunya dengan
sinya dengan masa sekarang dan bagaimana prospek serta tantangannya ke depan untuk
nva Asia Tenggara secara wilayah dan negara-negara anggota ASEAN secara politik ekonomi
uan utama ASEAN. AFTA yang dibentuk dengan tujuan utama meninkatkan daya saing negara

di pasar internasional dan diharapkan untuk meningkatkan perdagangan-perdagangan
/asan ternyata tidak terimplementasi dengan sempurna. Godaan untuk menjalin sebuah kerja
alk bilateral maupun multilateran negara-negara Anggota ASEAN dengan negara maupun
asi di luar kawasan ASEAN seperti Amerika, Inggris, Uni Eropa, negara-negara Asia Pasifik,
negara Asia Timur seperti Cina, Jepang, dan Korea, ternyata jauh lebih menggoda. Sampai
in ada kita mengenal forum EAEC (East Asian Economical Caucus), ASEAN+3, ASEAN+1,
ASEAN+6. Kepentingan politik nasional setiap bangsa dan negara pendiri diberikan secara
at pada masing-masing negara anggota sehingga secara sederhana dipahami bahwa ASEAN
In berwajah organisasi regional di berbagai bidang kerja sama, tapi dalam implementasinya
yergerak di bidang ekonomi karena tidak memiliki wewenang untuk saling mencampuri urusan
an stabilitas nasional dalam negeri setiap negara anggota, meskipun kesadaran akan dampak
okal itu pada nantinya akan memicu konflik kawasan region Asia Tenggara disadari oleh setiap
anggota.

1 : Regionalisme, Tantangan, Ekonomi, Politik, Konflik Kawasan

PENDAHULUAN
Latar Belakang

Arsitektur kerja sama kawasan di Asia saat ini mencakup banyak forum, dari
sama subkawasan hingga kerja sama antar kawasan. Forum-forum ini
varkan kemampuan untuk mengatasi isu-isu bervariasi dari kerja sama teknis
i kesepakatan global yang luas dan inter regional. Upaya-upaya ini sering
sat pada Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), yang memiliki

n panjang tentang dan kerangka kerja yang maju bagi kerja sama regional.
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1 bersamaan, forum-forum ini menawarkan arsitektur dengan berbagai jalur
arbagai kecepatan yang sangat sepadan dengan banyaknya tantangan dan
iman yang luas di kawasan ini. Arsitektur ini juga menciptakan persaingan

di antara forum untuk menunjukkan efektivitas mereka.

Association of South East Asian Nation (ASEAN) menjadi model regionalisme
lianut secara loyal oleh para anggotanya dalam rangka peningkatan hubungan
ama ekonomi maupun politik. Pada proses dasar terminologi “region” ASEAN
\pai bentuk ideal sebuah kawasan yang menerapkan regionalisasi dan bercita-
ancapai unifikasi yang mensejahterakan anggotanya. Akankah regionalisme di
\ sendiri akan mencapai kemaksimalan dalam pencapaian visi sementara

yang ada masih menghadapi tantangan yang tidak sederhana.

Regionalisme terbuka dalam ASEAN berkembang dalam sejarah awal pada
I 28 Januari 1992 pada konferensi Tingkat Tinggi ASEAN IV yang
sungkan di Singapura pada tanggal 27 sampai dengan 28 Januari 1992 yang
1asilkan Deklarasi Singapura 1992. Deklarasi ini pada intinya tekad bersama
epala pemerintahan di ASEAN untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan
guna mengamankan perdamaian dan kesejahteraan negara-negara anggota
\. Secara khusus, mendorong kawasan ekonomi terbuka dan merangsang

ama ekonomi di kawasan ASEAN.

Dua buah dokumen penting, yaitu Framework Agreement on Enchanging
N Economic Coperation dan Basic Agreement on the Common Effective
antial Tariff for the ASEAN Free Trade Area telah ditandatangani oleh para
ri ekonomi ASEAN. Framework kerjasama ini merupakan landasan baru bagi
ynomian ASEAN terutama kesepakatan untuk membahas Perdagangan Bebas
atan ASEAN yang direncanakan berlaku penuh pada tahun 2008. AFTA bila
dari kacamata regionalisme terbuka tentulah membutuhkan analisis yang lebih
Ig pada jangka waktu yang cukup untuk membuktikan apakah istilah
alisme terbuka secara positif merupakan teori yang sesuai dengan yang terjadi
TA atau malah menjadi alat politik sebagai pembenaran atas proses

alisasi jenis lain yang terjadi di ASEAN.
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Perkembangan regionalisme Asia Tenggara atau ASEAN menjadi sorotan
prospek dunia secara global. Kawasan ASEAN sebagai bagian dari Asia
ki prospek pertumbuhan dan pasar yang cukup menarik bagi negara-negara
walaupun masih dibayangi-bayangi dengan sederet permasalahan internal
1 dan masih rapuhnya infrastruktur sosial ekonomi. Satu hal yang pasti adalah,
(euangan Asia telah membuat rapuhnya koalisi-koalisi dominan di wilayah Asia
. Setelah terjadinya krisis, arah pembangunan ekonomi di Asia Tenggara
nbang lebih beragam sebagai bentuk respon terhadap krisis.

Pertanyaan selanjutnya bagaimana konsep dan implementasi regionalisme
a di Asia Tenggara dalam proses yang telah dijalankan pada ASEAN Free
Area atau AFTA. Apakah konsep regionalisme terbuka secara positif
akan teori yang sesuai dengan yang terjadi di AFTA atau malah menjadi alat
sebagai pembenaran atas proses regionalisasi jenis lain yang terjadi di
\7?

TINJAUAN PUSTAKA

Kelompok pemikir yang melihat regionalisme pada insentif-insentif ekonomi
oontraskan tindakan liberalisasi yang dilakukan melalui kerangka kerjasama
al dengan tindakan yang dilakukan melalui kerangka kerjasama multilateral.
an liberalisasi melalui kerjasama regional dapat dilakukan melalui berbagai

dan mekanisme.

Karena penekanan yang sangat besar pada dimensi ekonomi, yang menjadi

analisis semacam ini adalah pada beberapa pertanyaan berikut:

Apakah tindakan-tindakan liberalisasi yang diluncurkan melalui program
kerjasama regional itu lebih memberikan manfaat bagi negara-negara
anggota dibandingkan dengan tindakan liberalisasi melalui kerangka
kerjasama multilateral?

Apakah tindakan-tindakan liberalisasi kerjasama regional merupakan building
bloc yang memperkuat liberalisasi dalam kerangka multilateral, atau
sebaliknya, menjadi stumbling bloc terhadap liberalisasi kerjasama

multilateral.
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jilan yang memusatkan pada insentif ekonomi dari kerjasama regional
yguhnya tidak hanya muncul dari kalangan tradisional, melainkan juga dari
an political economist yang beraliran strukturalis kiri. Namun berbeda dengan
an ekonom tradisional, kalangan akademisi yang menganut pandangan
iralis kiri menyatakan bahwa kerjasama regional sebenarnya merefleksikan
iingan ekonomi dari para pelaku bisnis transnasional. Dengan tujuan untuk
erbesar ruang gerak bagi akumulasi modalnya, kalangan pelaku bisnis
asional ini biasanya akan memberikan dukungan bagi penciptaan kerangka
ama ekonomi regional. Bagi strukturalis kiri, tindakan-tindakan liberalisasi
mi dalam kerangka kerjasama regional bagaimanapun merupakan bagian
iingan integral dari pelaku bisnis transnasional.(Keliat, 2008).

njelasan yang diberikan paradigma insentif ekonomi ini belum dapat
erikan jawaban yang memuaskan karena dua alasan sederhana berikut ini.
1 pertama adalah karena paradigma insentif ekonomi sama sekali tidak
ertimbangkan motif-motif politik dan strategis keamanan. Alasan kedua adalah
L tidak seluruh kerjasama regional dalam bidang ekonomi selalu bergerak
kerangka tahapan dan mekanisme seperti yang dikonsepsikan oleh para

m.

Ruggie (1998) menyatakan bahwa kerjasama dan institusi regional tidak
N secara otomatis karena alasan suatu negara bersedia melakukan kerjasama

al dapat dijelaskan oleh tiga faktor yang saling tarik menarik yaitu:

1. Manfaat langsung (direct gain)

2. Biaya-biaya langsung (direct cost)

3. Biaya interdependensi (interdependence cost)

Yang dimaksud dengan biaya langsung dan manfaat langsung terkait dengan

Ingan kapabilitas suatu negara. Suatu negara akan cenderung bekerja sama
bidang tertentu jika negara tersebut merasa bahwa kapabilitas yang

inya tidak memadai untuk menangani sendiri bidang kerjasama tersebut.

ian juga sebaliknya suatu negara akan menolak untuk bekerjasama jika

ndang kapabilitasnya berlebih untuk bidang kerjasama yang ditawarkan.

Ingan tentang kapabilitas inilah yang melahirkan istilah biaya langsung dan
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at langsung tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan biaya interdepedensi
I hilangnya otonomi (lost of outonomy) yang dilakukan suatu negara ketika
Jkan suatu kerjasama. Karena itulah menurut Ruggie kondisi minimum yang
pkan oleh suatu negara dalam setiap kerjasama regional adalah mencapai
titik keseimbangan dimana manfaat yang diperoleh jika dikurangi dengan biaya
ng dan biaya interdepedensi adalah sama dengan nol.

Johannes Dragsbaeck Schimdt menilai sisi lain dari proses regionalisme yang
di ASEAN. Perkembangan regionalisasi di ASEAN merupakan suatu bentuk
jalam regionalisme yang dalam bentuk awalnya merupakan penentangan
dari proses liberalisasi perdagangan yang terjadi di dunia. Pada ASEAN,
1si ekonomi bertujuan bukan untuk meningkatkan perdagangan antara
ta, tetapi untuk meningkatkan arus barang dan mobilisasi investasi kedalam
\}

Secara aktual, negara-negara ASEAN dapat dikatakan berhasil dalam upaya

angun pilar pertama dari cita-cita ASEAN Community, yatu integrasi ekonomi.
i dengan keberhasilan menyepakati kawasan perdagangan bebas ASEAN
-ahun 2000 (walaupun implementasinya ditunda setahun), negara-negara di
an kemudian sepakat meningkatkan taraf integrasi menjadi Pasar Tunggal
\ (Preferential Tarrif Agreement) yang diharapkan terwujud pada 2015
Jamnya 2020).

PEMBAHASAN
Peneliti menganalisis realitas Regionalisasi di Kawasan Asia Tenggara ini
ya dengan relevansinya dengan masa sekarang dan bagaimana prospek serta
gannya ke depan untuk membawa Asia Tenggara secara wilayah dan negara-
1 anggota ASEAN secara politik ekonomi pada tujuan utama ASEAN. AFTA
libentuk dengan tujuan utama meninkatkan daya saing negara ASEAN di pasar
1isional dan diharapkan untuk meningkatkan perdagangan perdagangan
\wasan ternyata tidak terimplementasi dengan sempurna. Godaan untuk
in sebuah kerja sama baik bilateral maupun multilateran negara-negara
ta ASEAN dengan negara maupun organisasi di luar kawasan ASEAN seperti

<a, Inggris, Uni Eropa, negara-negara Asia Pasifik, negara-negara Asia Timur
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i Cina, Jepang, dan Korea, ternyata jauh lebih menggoda. Sampai kemudian
ita mengenal forum EAEC (East Asian Economical Caucus), ASEAN+3,
\+1, bahkan ASEAN+6.

Fakta-fakta menyimpang seperti ini lah yang kemudian menjadi cikal bakal

yerhasilnya AFTA dalam implementasi praktisnya walaupun telah diratifikasi
2003 silam. Jelas Asean Free Trade Area (AFTA) telah tidak relevan lagi
)kan mengingat inkonsistenan yang terjadi pada negara-negara anggota yang
Isnya menerapkannya dengan baik. Menurut saya, hal ini terjadi karena belum
nya “semangat kekitaan” atau solidaritas yang kuat antar sesama negara
N untuk mewujudkan kemajuan sector ekonomi regional. Paradigma Realis
yergerak di atas label negara masing-masing masih sangat kuat dalam pola
agara-negara anggota ASEAN dalam implementasi kebijakan ekonominya

Berangkat dari kegelisahan-kegelisahan inilah kemudian dibentuk ASEAN
mic Community (AEC) sebagai salah satu pilar ASEAN Community (AC) untuk
newujudkan implementasi yang maksimal dalam pedagangan bebas untuk
jukan perekonomian regional ASEAN. Kegelisahan yang sangat besar ini
lian segera dibalut dengan diratifikasinya lebih dulu blue print AEC untuk
lematkan sector perekonomian regional sebelum terpuruk lebih jauh,
ngat negara-negara di kawasa Asia Tenggara ini sangat menaruh perhatian
yesar dalam bidang ekonomi. Kepentingan politik nasional setiap bangsa dan
1 pendiri diberikan secara berdaulat pada masing-masing negara anggota
ga secara sederhana dipahami bahwa ASEAN walaupun berwajah organisasi
al di berbagai bidang kerja sama, tapi dalam implementasinya hanya bergerak
ng ekonomi karena tidak memiliki wewenang untuk saling mencampuri urusan
dan stabilitas nasional dalam negeri setiap negara anggota, meskipun
aran akan dampak konflik lokal itu pada nantinya akan memicu konflik kawasan

Asia Tenggara disadari oleh setiap negara anggota.

Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan kepentingan, dan
nbangan kebutuhan setiap negara anggota ASEAN, integrasi ASEAN disadari

nanya dibutuhkan dalam bentuk kerja sama yang berpusat dalam bidang
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mi saja, tetapi juga dalam bidang politik, social, dan juga budaya. Karena itu,
ahun 1994 dibentuk lah ARF (Asean Regional Forum) sebagai forum dalam
ahas pemeliharaan kestabilitasan dan keamanan di Asia Pasifik. Semangat
pembentukan forum ini mengalami perkembangan pada Pertemuan Tingkat
ri di Vientiene, Laos pada Juli 2005 silam dari Confidence Building
Ires menuju Confidence Building Measures dan Preventive
1acy (Pembangunan Rasa Saling Percaya sekaligus Pencegahan konflik dan
isi Konflik dalam Kawasan).

Dalam ARF di kancah forum internasional, badan bentukan ASEAN ini
lami proses pembiasan dengan ruang lingkup yang terlalu lebar sehingga
utama pembahasannya kerapkali melebar ke ruang lingkup yang semestinya
rjiamah. Meski keberadaannya pada awal pembentukan sangat membantu
transformasi pemikiran dalam bidang politik, tapi lambat laun forum ini
in tak tentu arah. Indonesia yang memiliki cukup peranan dalam forum ini
ai pihak yang dipercayai untuk mengepalai berbagai pertemuan-pertemuan
thasan wacana global kerap kali membahas tentang hal yang tidak
ituhan secara langsung dengan region ASEAN, misalnya saja masalah
ine-Israel, Iran-AS, Asia Pasifik-Australia-New Zealand, meski wacana-wacana
alah saya sebutkan tadi tentu memiliki dampak meski sedikit terhadap ASEAN.
ak ditinjau dari segi urgenitasnya, masih banyak wacana lokal region yang
dibahas, kasus Burma misalnya, Thailand, Indonesia-Filipina, Indonesia-
sia, dan masih banyak lagi. ARF ini aktif diimplementasikan kala ASEAN masih
daskan Deklarasi Bangkok yang memang sangat lemah dalam hal justifikasi
| kelegalan organisasi, sehingga untuk memperbaiki kebiasan yang terjadi
nkan sebuah Charter/Piagam sebagai konstitusi organisasi untuk dipatuhi oleh
negara anggota. Disinilah kemudian peranan ASEAN Charter dengan tujuan
yakni menjadikan ASEAN sebagai organisasi regional yang memiliki legal
1ality (berlandaskan hukum) dan berorientasi pada kepentingan mastarakat

kawasan.

Setelah berlandaskan hukum yang kuat dan berorientasi pada kepentingan

rakat kawasan, ASEAN secara tidak langsung melebarkan sayap praktik dan
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Ing jawabnya kehampir seluruh sector kehidupan masyarakat region Asia
ara. Untuk Implementasi ini, diwujudkanlah ASEAN Community (AC) dengan
pilarnya yakni ASEAN Economic Community (AEC), ASEAN  Security
unity (ASC), dan ASEAN  Socio-Cultural  Community (ASCC)  yang
>mentasikan dalam Wajah Visi ASEAN 2015.

Jadi, dalam pengimplementasiannya, tidak akan ada lagi yang dikenal
ai rakyat Indonesia, rakyat Malaysia, rakyat Vietnam, rakyat Thailand, yang
anya rakyat ASEAN, masyarakat ASEAN dalam satu wilayah ASEAN dengan
Komunitas ASEAN. Semangat “kekitaan” atau solidaritas yang lemah yang
tuhkan keefektifan AFTA inilah yang hendak diperkuat oleh ASEAN
unity agar dalam perdagangan internasional, perdagangan regioanal kawasan
enggara dapat selamat dari serangan perekonomian pihak lain yang kuat dan
incam. Konsep ASEAN Community ini berprinsip bahwa dalam menghadapi
Jan luar secara bersama itu tentu akan lebih efektif daripada menghadapinya
L sendiri-sendiri per negara. Selain itu, dalam bidang politik antar negara
an pun dengan adanya konsep ASEAN Community ini maka permasalahan
internal negara juga menjadi permasalahan region, sehingga diyakini proses
esaiannya akan lebih maksimal dan bijak karena ditelaah secara kritis oleh
< negara. Semangat persaudaraan akan terjalin dengan sangat erat

>EAN Community ini diterapkan secara maksimal.

ASEAN Community dengan tiga pilar utamanya yang sangat ideal adalah
1 solusi yang sangat ideal dalam mempersiapkan kawasan Asia Tenggara
menghadapi persaingan global di berbagai bidang, tentunya jika dilaksanakan
L maksimal. Namun, seperti yang kita ketahui bersama, negara-negara anggota
\ sangat beragam. ASEAN memiliki Singapura yang sangat maju dalam hal
inya dengan populasi penduduk kaya sebanyak 55.000 jiwa dengan asset
pai US$ 1 juta per individu pada tahun 2005. ASEAN juga memiliki Indonesia
nasih memiliki 30 juta masyarakat miskin pada sensus tahun 2001. Ada juga
nd yang memiliki ketidakstabilan pemerintahan selama 32 tahun terakhir. Dan
. yang masih dalam intervensi Militer yang kuat atau kah Vietham yang masih

jaruhi paham komunis dalam system pemerintahannya.
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